ABSTRAK

Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung semakin
dipertegas di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembangunan
yang terjadi di atas hutan lindung pun harus mengikuti ijin yang tercantum dalam UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah analisa pembangunan PLTPB
olen PT SAE di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet yang didasarkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4577 k/30/MEM/2015.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, yang mengacu pada
bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLTPB oleh PT SAE
di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet terdapat cacat perijinan yaitu tidak
adanya Amdal dalam pembangunan PLTPB, ijin yang dimiliki hanyalah sebatas
UKL-UPL. Berdasarkan simpulan, pembangunan PLTPB di wilayah hutan lindung
lereng Gunung Slamet tidak dibenarkan karena telah melanggar UU Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam, dan khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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